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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan salah satu jenjang 

pendidikan kejuruan yang memiliki ciri khas tersendiri apabila dibandingkan 

dengan jenjang pendidikan lainyang setara. Perbedaan tersebut terletak pada aspek 

kompetensi yang diasah. Pendidikan Kejuruan menekankan pada aspek spesifik 

keahlian (kompetensi) tertentu. Dengan kata lain, orientasiSMK ialah 

mempersiapkan siswa untuk siap bekerja di bidang yang sesuai 

dengankeahliannya (UU No.20/2003). Sedangkan, orientasi sekolah menengah 

lain yang setara ialah mempersiapkan siswa untuk memasuki jenjang pendidikan 

lanjutan yang lebih tinggi. Adanya perbedaan orientasi tersebut mengisyaratkan 

bahwa keduanya membutuhkan model pembelajaran yang berbeda pula.Pada 

SMK, model pembelajaran yang diterapkan menekankan pada pembelajaran 

berbasis praktik. Namun, pendidikan lain yang setara lebih menitikberatkan pada 

model pembelajaran tatap muka. 

Secara umum, SMK sebagai salah satu jenjang pendidikan menengah yang 

melaksanakan jenis pendidikan kejuruan dituntut untuk mampu membekali 

lulusannya dengan seperangkat kompetensi industri (Biemans, Nlieuwenhuis, 

Poell, Mulder, & Wesselink., 2004:523-524). Sehubungan dengan hal tersebut, 

SMK idealnya memberikan pembelajaran yang dapat membekali siswanya dengan 

keterampilan yang berorientasi kecakapan abad XXI dan berbasis reproduksi 

ekonomi, menyesuaikan kompetensi siswanya dengan kebutuhan dunia usaha dan 

industri, menanamkan jiwa kewirausahaan, dan membekali siswanya dengan 

pendidikan untuk mengembangkan budaya dan ekonomi lokal (Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan, 2016:36-37; Odzemir, 2015:294; Singera, 

Samihaianb, Holbrookc, & Crisand, 2014:476). 

Pada kondisi perindustrian di Indonesia dan keterampilan individu hasil 

pendidikan di SMK di Indonesia saat ini terdapat ketimpangan yang sangat 
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signifikan. Hal ini tercermin melalui perbandingan keterserapan tenaga kerja 

lulusan SMK dan SMA pada tahun 2005 dan 2010. Berdasarkan data Badan Pusat 

Statistik Sakernas (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016:3), pada tahun 

2005persentase keterserapan kerja lulusan SMK lebih besar dibandingkan lulusan 

SMA yaitu lulusan SMK sebesar 83% dan lulusan SMA sebesar 80,37%. Akan 

tetapi, pada tahun 2015 terjadi pergeseran kebutuhan industri yang menyerap 

tenaga kerja lulusan sekolah tingkat menengah yaitu persentase keterserapan kerja 

lulusan SMK sebesar 89,19% dan SMA sebesar 90,74%.  

Idealnya, persentase keterserapan kerja lulusan SMK lebih besar 

dibandingkan dengan lulusan SMA, karena siswanya dibekali keterampilan untuk 

siap memasuki dunia kerja. Lulusan SMK diasumsikan mendapatkan pelatihan 

tentang keterampilan, akan tetapi relatif belum mampu mengimbangi pesatnya 

laju perkembangan industri di Indonesia. Kondisi ini dapat diakibatkan karena 

luaran SMK cenderung masih berorientasi hanya membangun keterampilan. 

Sedangkan, kondisi dunia kerja saat ini lebih membutuhkan spesifikasi 

keterampilan yang lebih umum yaitu keterampilan berpikir logis (Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan, 2016:3; Ragunath, Mohan, & Venkateshan, 

2013:221). 

Badan Pusat Statistik telah mengeluarkan data pada awal November tahun 

ini, yang menyatakan jumlah pengangguran sampai dengan Agustus 2014 

mencapai 7,2 juta orang dan 11,24 persen di antaranya merupakan lulusan 

SMK.Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas lulusan SMK yang 

menyebabkan meningkatnya pengangguran lulusan SMK di Indonesia antara lain: 

1). Sarana penunjang kegiatan belajar di SMK yang jumlahnya masih kurang, 

menjadi masalah yang menghinggapi sebagian besar sekolah kejuruan(Benvenuti, 

Hughes, & Spark, 2014:540); 2). Anggaran dengan jumlah tertentu memang telah 

disiapkan pemerintah untuk subsidi pendidikan, kendati demikian terdapat 

kebijakan keuangan dan pendidikan yang masih membatasi bantuan negara 

kepada sekolah kejuruan; 3). Waktu praktik yang hanya memakan waktu sedikit 

juga menghambat peningkatan keahlian para siswa SMK untuk mendalami 
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kompetensi yang akan menjadi bekal mereka dalam bekerja; 4). Ketidaksesuaian 

antara tenaga pengajar dengan bidang kejuruan yang dibebankan. Kompetensi 

pengajar pada ilmu yang disampaikan kepada para siswa juga berpengaruh pada 

proses pembentukan lulusan sebuah sekolah(Khan, 2012:757). Oleh karena itu, 

para pengajar di sekolah kejuruan maupun di setiap instansi pendidikan juga 

berkewajiban untuk terus meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya pada 

studi-studi yang diajarkan (http://www.republika.co.id,di akses pada tanggal 13 

Maret 2018).  

Pemerintah Indonesia dalam upayanya membuka lapangan kerja yang 

berpotensi untuk mengembangakan profesi dan keterampilan dalam rangka 

menunjang pembanguan nasional pada masa yang akan datang memfokuskan 

pada empat sektor unggulan, yaitu kemaritiman, pertanian, pariwisata dan 

ekonomi kreatif. Kebijakan pembangunan hendak menjadikan Indonesia sebagai 

negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. 

Sebagai cara menggapai tujuan tersebut, ketersediaan SDM yang memadai 

merupakan aspek yang sangat penting. 

Salah satu sektor unggulan yang menjadi fokus pemerintah adalah sektor 

pariwisata, dimana sektor ini adalah salah satu potensi Indonesia untuk menjadi 

sumber pendapatan ekonomi global(Susser, 2006:400;Ashworth & Page, 2011; 

Lu, Lu, & Zhang, 2002:195). Pendidikan kejuruan mempunyai peluang terhadap 

tantangan yang disampaikan oleh pemerintah yaitu mendidik dan mencetak 

sumber daya manusia dibidang pariwisata. Dunia pendidikan khususnya 

pendidikan kejuruan yang mengasah kompetensi dibidang pariwisata harus peka 

dalammenyikapi tantangan ini. Salah satunya dengan membuat strategi dan 

metode pembelajarannya agar mampu menghasilkan lulusan yang terserap tinggi 

di industri pariwisata dengan kualitas kompetensi yang tinggi dan berjiwa 

kompetitif bersaing secara global serta memberikan dampak dalam kontribusi 

pendapatan negara di bidang pariwisata. 

Pada situs http://www.prasmultourism.com, di akses tanggal 05 Maret 2018 

disebutkan bahwaIndonesia mempunyai kontribusi besar di sektor pariwisata 

http://www.republika.co.id,/
http://www.prasmultourism.com/
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dalam membangun perekonomian. Industri pariwisata menyumbang pendapatan 

domestik bruto (PDB) nasional sebesar 10%, dan merupakan yang tertinggi 

diantara negara-negara di ASEAN. Jumlah PDB ini juga tumbuh 4.8% dengan 

tren yang meningkat hingga 6.9%, jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan 

industri agrikultur, manufaktur otomotif, dan pertambangan.  

 

Konversi devisa pariwisata menjadi PDB juga merupakan yang tertinggi 

dengan nilai konversi mencapai 170% jika dibandingkan dengan sektor lainnya. 

Sebagai penyumbang devisa nasional, pariwisata yang menyumbang 9.3% 

menempati peringkat ke-4 sebagai penyumbang devisa terbesar. Pertumbuhannya 

pun dinilai sebagai salah satu yang tertinggi yaitu sebesar 13%. 

Dalam penyerapan tenaga kerja sebagai pilar pembangun perekonomian, 

sektor pariwisata juga menyumbang 9.8 juta lapangan pekerjaan, atau sebesar 

8.4% secara nasional yang membuatnya menempati urutan ke-4 sebagai 

penyumbang lapangan pekerjaan terbesar dari seluruh sektor industri. Indonesia 

tumbuh hingga 30% dalam kurung waktu 5 tahun dalam hal membuka peluang 

kerja. Sektor pariwisata juga dinilai sebagai pencipta lapangan kerja termurah 

yaitu dengan US$ 5.000/satu pekerjaaan, dibanding rata-rata industri lainnya 

sebesar US$ 100.000/satu pekerjaan. Tahun 2014, industri pariwisata 

mempekerjakan 9,8 juta tenaga kerja, baik langsung maupun tidak. Angka ini 

menyumbang 8,4 % dari total tenaga kerja di Indonesia pada tahun tersebut. 

Secara langsung, sektor ini mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja 

dibandingkan sektor lainnya kecuali pendidikan, ritel, dan pertanian. Selain itu, 

satu pekerja langsung pariwisata menciptakan dua pekerjaan tak langsung. Untuk 

setiap transaksi senilai US$ 1.000.000 yang terjadi di industri pariwisata, 198 

pekerja yang terlibat (67 direct, 84 indirect, and 47 induced). Industri pariwisata 

berada pada peringkat ke-3, dan lebih baik dibandingkan dengan rata-rata 

ekonomi, yang menghasilkan 12 pekerjaan per US$ 1.000.000 dalam pengeluaran. 

Hal ini dipengaruhi salah satunya oleh faktor pelayananan untuk memenuhi 

kepuasan pelanggan di bidang pariwisata (Ennew, Reed, & Binks, 1993:59). 
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Total kebutuhan tenaga kerja pada sektor pariwisata pada 2017 diperkirakan 

mencapai 2.440.000 juta tenaga kerja yang tersebar pada berbagai bidang mulai 

dari front office, tour operator, hingga food production. Namun angka ini masih 

belum sebanding dengan jumlah tenaga kerja yang tersedia kini. Sebagai contoh 

pada bidang perhotelan, pada tahun 2015 berdasarkan data BPS terdapat 217.474 

kamar hotel di Indonesia dengan rata-rata satu pegawai perkamar. Idealnya setiap 

kamar hotel ditangani 3-4 pegawai yang artinya pada bidang ini masih dibutuhkan 

434.948 sampai dengan 652.422 pegawai. Kekurangan tenaga kerja seperti ini 

juga terjadi pada bidang pariwisata lainnya. Sebagai salah satu sektor yang 

berperan dalam perekonomian negara, tentu pemerintah perlu mengambil peran 

untuk turut memajukan sektor pariwisata yang ada. Salah satu caranya adalah 

dengan mempersiapkan tenaga kerja yang kompeten.  

Beberapa langkah yang dilakukan pemerintah kini untuk memajukan 

kompetensi dari tenaga kerja sektor pariwisata antara lain: harmonisasi regulasi, 

pengembangan standar kompetensi (SKKNI), hingga peningkatan kualitas 

lembaga pendidikan dan pelatihan (diklat) yang ada. Pemerintah sebagai 

fasilitator juga merasa perlu meningkatkan kualitas dari lembaga sertifikasi. 

Semua hal ini tentunya dilakukan untuk menyetarakan semua tenaga kerja yang 

ada di Indonesia agar mampu bersaing di skala yang lebih besar. Dalam 

pendidikan kejuruan pemerintah juga memfokuskan diri sebagai upaya mengatasi 

situasi ini, pemerintah menyarankan adanya revitalisasi pendidikan kejuruan. 

Berdasarkan Instruksi Presiden No.9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah 

Menengah Kejuruan, pemetaan revitalisasi tersebut meliputi paradigma baru 

pendidikan kejuruan, pengembangan kelembagaan, pengembangan keterlibatan 

dengan dunia usaha dan industri, serta penyelarasan kurikulum (Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan, 2016:40-47).  

Revitalisasi SMK pada aspek penyelarasan kurikulum merupakan fokus 

kajian ini. Adapun penyelarasan kurikulum dapat dilakukan melalui beberapa hal 

yaitu merancang kurikulum dengan mengacu pada KKNI (Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia), mendesain praktik kerja pada konteks nyata, 
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mengembangkan pembelajaran berbasis industri melalui Teaching Factory, dan 

memberlakukan sistem sertifikasi bagi lulusan (Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan, 2016:47-59). 

Sehubungan dengan hal ini, pembahasan difokuskan pada penyelarasan 

kurikulum di SMK melalui pengimplementasian model pembelajaran Teaching 

Factory. Pemilihan aspek ini karena model pembelajaran Teaching Factory dirasa 

dapat menjadi solusi bagi permasalahan tersebut, karena model pembelajaran 

Teaching Factory merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang berbasis 

produksi dan pembelajaran di dunia kerja. Pada model pembelajaran ini, 

dukungan mutu pendidikan dan latihan yang berorientasi untuk 

menciptakanhubungan antara sekolahdan dunia industridiwujudkan dengan cara 

membangun unit produksi di sekolah. Keunggulan model pembelajaran Teaching 

Factory terbukti memberikan dampak positif terhadap dua hal yaitu peningkatan 

pemahaman siswa dan kepuasan perusahaan yang mempekerjakan siswa yang 

mendapatkan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Teaching 

Factory(Tvenge, Martinsen, & Kolla, 2016). 

Di Indonesia, pembelajaran berbasis industri sudah diperkenalkan dan 

diimplementasikan di SMK melalui model pembelajaran Teaching Factory, 

bahkan dijadikan sebagai karakteristik dalam metode pembelajaran. Pada konteks 

SMK di Indonesia, istilah awal Teaching Factory ialah Unit Produksi, kemudian 

berubah menjadi Teaching Industry. Ketiganya berakar pada konsep yang sama 

yakni SMK mendirikan unit usaha berbentuk koperasi di sekolah. Unit usaha 

tersebut menghasilkan produk baik berupa barang ataupun jasa. Selain itu, 

pendirian koperasi tersebut diharapkan dapat mendukung proses pembelajaran, 

karena dapat dijadikan sebagai lahan bagi siswa untuk pengimplementasian teori 

yang didapatnya. Pada praktiknya, siswa dilibatkan sebagai pekerja atau 

penggerak unit usaha yang ada di sekolahnya. Di samping itu, siswa diarahkan 

untuk melakukan praktik kerja sesuai dengan kompetensi keahliannya.  

Sekitar tahun 2013 istilah Teaching Industry berubah menjadi Teaching 

Factory. Di awal disebutkan bahwa keduanya memiliki kesamaan konsep, akan 
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tetapi terdapat pembeda yang membedakanTeaching Factory dengan konsep 

terdahulunya. Pembedanya ialah pada Teaching Factory pembelajaran berbasis 

industri harus tereksplisitkan dalam materi sesuai kurikulum, yang kemudian 

dicerminkan pula dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) (Waddoups & 

Earle, 2004:17). Selain itu, kepopuleran istilah Teaching Factory menjadikannya 

diasosiasikan sebagai salah satu model pembelajaran di SMK, bahkan beberapa 

SMK menjadikan Teaching Factory sebagai salah satu program. 

Salah satu SMK yang menerapkan Teaching Factory ialah SMK Negeri 1 

Pacet yang berlokasi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. SMK ini memulai 

pembelajaran Teaching Factory sejak tahun 2013. Penerapan Teaching Factory 

berlandaskan pada beberapa dasar hukum meliputi Undang-Undang No.20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang No.17 Tahun 2007 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, 

Undang-Undang No.3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Undang-Undang No.23 

Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 

tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Peraturan Pemerintah 

No.32 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia No.41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya 

Industri, Peraturan Presiden Republik Indonesia No.14 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Peraturan Presiden No.41 Tahun 2015 

tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan, Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Republik Indonesia No.40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan 

Prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan 

(SMK/MAK), Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

No.22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, dan 

Peraturan Menteri Perindustrian No.3 Tahun 2017 tentang Pedoman dan 

Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan Berbasis Kompetensi yang Link and 

Mach dengan Industri.Selain itu, untuk implementasi model pembelajaran 

Teaching Factory di SMK Negeri 1 Pacet ditetapkan dalam Surat Keputusan 

Kepala SMK Negeri 1 Pacet No.836/198/SMKN 1 PACET-BP.3 Wil.III/VII/2017 
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tentang Pengangkatan Pengelola Teaching Factory SMK Negeri 1 Pacet Tahun 

Pelajaran 2017/2018, kemudian direalisasikan dalam bentuk dokumen dengan 

judul Rancangan Pengembangan Pembelajaran Teaching Factory. 

Teaching Factory yang diimplementasikan di SMK Negeri 1 Pacet bukan 

hanya sebagai metode pembelajaran saja, melainkan dikembangkan sebagai 

program yang melibatkan semua pihak mulai dari kepala sekolah, manajemen, 

guru, siswa sampai DU/DI (Dunia Usaha/Dunia Industri). SMK ini merupakan 

salah satu sekolah yang mendapat pendampingan dari Deutsche Gesellschatt fur 

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) yang bekerjasama dengan Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan di Indonesia untuk mengimplementasikan Teaching 

Factory. Kerjasama ini diwujudkan melalui pemberian bantuan (Soft Loan) untuk 

dijadikan pilot proyek implementasi Teaching Factory. Target pendampingan ini 

ialah untuk menjadikan SMK Negeri 1 Pacet sebagai salah satu sekolah rujukan 

yang menerapkan Teaching Factory. SMK ini mempunyai keunggulan karena 

memiliki program keahlian Pariwisata, sehingga produk yang dihasilkan dapat 

berupa barang dan jasa. Berdasarkan hal tersebut, SMK ini dinilai cukup 

representatif untuk dijadikan rujukan oleh SMK-SMK lain di Kabupaten Cianjur 

yang hendak menerapkan model pembelajaran Teaching Factory. Hal ini 

dikarenakan produk hasil model pembelajaran Teaching Factory dapat berupa 

barang dan jasa/layanan (GIZ, 2016:3). 

Fokus SMK, luaran yang dikehendaki pendidikan ini ialah siswa memiliki 

kompetensi yang mumpuni untuk memasuki dunia kerja. Apabila dikaitkan 

dengan upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pendidikan kejuruan pada 

umumnya menggunakan model pembelajaran berbasis praktik, karena model 

pembelajaran tersebut relatif relevan untuk membangun keterampilan(Singer, 

Samihaian, Holbrook, & Crisan, 2014:477). Salah satu model pembelajaran 

berbasis praktik ialah Teaching Factory. Model pembelajaran ini menyajikan 

pengalaman belajar berupa praktik mengaplikasikan teori pada konteks dunia 

industri yang realistis (Bender, Kreimeier, & Wienbruch, 2015:99). Selain itu, 

model pembelajaran ini dianggap sebagai salah satu model pembelajaran yang 
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relevan untuk mengasah keterampilan siswa (Abele et al. dalam Tvenge, 

Martinsen, & Kolla, 2016:101). 

Berdasarkan hasil penelusuran literatur, Teaching Factory sudah dijadikan 

objek kajian pada beberapa penelitian terdahulu. Model pembelajaran Teaching 

Factorydikonfirmasi dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan siswa 

dalam bidang industri (Tvenge, Martinsen, & Kolla, 2016). Meskipun terdapat 

beberapa penelitian yang menjadikan pembelajaran Teaching Factory sebagai 

objek kajiannya, tapi belum banyak penelitian yang memetakan hasil 

pembelajaran Teaching Factory (Balve & Albert dalam Tvenge, Martinsen, & 

Kolla, 2016:102). Penelitian tersebut pada umumnya menggambarkan konsep 

penerapan Teaching Factory di konteks industri (Morlock, Kreggenfeld, Louw, 

Kreimeier, & Kuhlenkotter, 2017; Chryssolouris, Mavrikios, & Rentzos, 2016). 

Selain itu, gambaran pengaplikasian Teaching Factory pada konteks industri telah 

banyak terdokumentasikan (Ogorodnyk, Gganheim, & Holtskog, 2016; Reuter, et 

al., 2017). Namun, beberapa penelitian hanya mengulas teknis penerapan 

Teaching Factory pada pelatihan, tanpa menyertakan pemetaan hasilnya (Enke, 

Tisch, & Metternick, 2016; Lanza, Minges, Stoll, Moser, & Haefneer, 2016). 

Dengan mengacu pada hasil penelusuran literatur, Teaching Factory cenderung 

lebih sering diimplementasikan di instansi-instansi yang memiliki unit usaha yang 

menghasilkan produk berupa barang dan di instansi berbasis industri yang erat 

kaitannya dengan permesinan dan manufakturing. Kebanyakan penelitian tersebut 

hanya menggambarkan pengimplementasian konsep Teaching Factory dengan 

tidak menyertakan hasil penerapannya. Sehubungan dengan hal tersebut, selain 

untuk memotret pengimpelementasian Teaching Factory, penelitian ini juga 

ditujukan untuk mengeksplorasi hasil penerapan model pembelajaran Teaching 

Factory di SMK yang memiliki unit usaha yang menghasilkan produk berupa 

barang dan jasa. Dilihat dari kerepresentativannya, SMK Negeri 1 Pacet dapat 

dipertimbangkan karena merupakan sekolah yang mendapatkan pendampingan 

dari GIZ untuk mengimplementasikan model pembelajaran Teaching Factory. 

Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi hasil penerapan model pembelajaran 
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Teaching Factory yang terefleksikan melalui tingkat kepuasan industri dan 

keberterimaan pasar secara kontinuitas sehingga memenuhi kebutuhan industri 

yang dimaksud. Hal ini menjadi pembeda penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya, karena pada penelitian sebelumnya lebih menekankan pada konsep 

pembelajaran tanpa memperhitungkan hasil pengimplementasiannya (Liebrecht, 

et al., 2017:315).  

Merujuk pada program pemerintah tentang revitalisasi SMK untuk 

mengatasi fakta kesenjangan yang ada maka peneliti melakukan penelitian tentang 

evaluasi implementasi Teaching Factory pada SMK yang menjadi salah satu 

representasi dari SMK-SMK di Indonesia dalam bimbingan direktorat Pembinaan 

SMK-Kemendikbud yang bekerjasama dengan GIZ pemeritah Jerman dalam 

program SED-TVET(Sustainable Economic Development through Technical and 

Vocational Education and Training). 

Peneliti memfokuskan penelitiannya dalam penelitian evaluasi, karena 

dengan sebuah evaluasi dapat menilai sebuah proyek, program atau kebijakan 

terhadap tujuan dan implementasinya. Evaluasi tersebut berfungsi untuk 

menentukan hasil (jangka pendek) dan (jangka panjang) dampak intervensi. 

Evaluasi telah menjadi bagian yang semakin penting di bidang penelitian dan 

inovasi. Pada tingkat nasional upaya substansial telah dilakukan untuk lebih 

memahami karakteristik, kualitas, kegunaan, konsekuensi dan dimensi evaluasi 

mengenai kebijakan R & I secara sistematis(Haegeman Karel, Spiesberger 

Manfred,  & Könnölä Totti, 2017: 314). 

Beberapa penulis (Baker, 2000, Horton & Mackay, 1999, dalam Patricia, 

Mariana,&Isabel, 2014) menyatakan bahwa pemantauan dan evaluasi harus 

diprioritaskan pada setiap program tertentu agar hasilnya dapat memberikan 

keuntungan pada program tersebut untuk dikembangakan lebih baik lagi. Menurut 

Stufflebeam & Shinkfield (2007, dalam Patricia, Mariana,&Isabel, 2014), 

pemantauan dan evaluasi adalah proses peningkatan kualitas, sedangkan 

Scheerens, Glas & Tomas (2003) dan Stufflebeam (2008) dalam Patricia, 

Mariana,& Isabel, (2014)menambahkan bahwa proses ini bertujuan untuk 
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membebaskan dan memberdayakan pemangku kepentingan utama. Menurut 

Baker (2000, dalam Patricia, Mariana,&Isabel, 2014) dalam literatur, sebuah 

evaluasi komprehensif mencakup evaluasi pemantauan dan dampak. Pemantauan 

akan membantu menilai apakah program tersebut dilaksanakan sesuai rencana. 

Evaluasi dampak diusulkan untuk menentukan secara lebih umum jika program 

tersebut memiliki efek yang diinginkan pada guru dan siswa dan institusi(Patricia, 

Mariana,&Isabel, 2014:666-667). 

Menurut Pereira, Araujo, dan Taylor (2018:6), tujuan utama dari penelitian 

evaluasi adalah untuk menjelaskan secara longitudinal, cara yang digunakan oleh 

lembaga pemantauan untuk menilai kinerja, dan untuk menjamin kualitas model 

pembelajaran Teaching Factory. Untuk mencapai tujuan tersebut, diputuskan 

untuk menggunakan strategi triangulasi sebagai metodologi penelitian. Dengan 

menyediakan banyak pandangan dan metode untuk mendapatkan informasi, 

penggunaannya dapat mengurangi masalah kredibilitas penelitian melalui 

kombinasi metode dan sumber data di aspek kualitatif (Tashakkori dan Teddlie, 

1998; Fielding dan Schreier, 2001; Yauch and Steudel, 2003; Hussein, 2009 

dalam Pereira, Araujo, dan Taylor, 2018:6). 

 

B. Batasan Masalah 

Teaching Factory menjadi salah satu model pembelajaran yang mempunyai 

ciri khas pada jenjang pendidikan kejuruan dengan tujuan untuk meningkatkan 

kualitas siswa melalui kompetensi yang diasah berbasis pendekatan produksi 

pabrik. 

Menyikapi hasil identifikasi masalah yang terjadi secara faktual di 

pendidikan kejuruan maka penelitian ini hanya memfokuskan dalam aspek 

pembelajaran pada Kompetensi Keahlian Usaha Perjalanan Wisata di SMK 

Negeri 1 Pacet.Pembelajaran yang dimaksud adalah pengimplementasian model 

pembelajaran Teachng Factory yang pelaksaan pembelajarannya dilakukan secara 

komprehensif mulai dari proses awal sampai akhir atau dengan istilah lain dikenal 

sebagai pembelajaran dengan pendekatan proses produksi dari hulu ke hilir seperti 
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layaknya di industri secara tuntas dengan organisasi pembelajaran yang sesuai 

dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai di bidang keahlian 

pariwisata.Pengimplementasian model pembelajaran Teaching Factory tersebut 

terlihat pada materi pembuatan paket wisata Tailor Made Tour dan Ready Made 

Tour. 

 

C. Rumusan Masalah  

Upaya untuk mencegah munculnya bias dilakukan dengan cara 

memfokuskan kajian ini pada penelitian evaluasi untuk 

menilaiapakahimplementasi model pembelajaran Teaching Factorypada 

materi Pembuatan Paket Wisata Kompetensi Keahlian Usaha Perjalanan 

Wisata (UPW) sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pada 

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Untuk 

mengeksplorasi rumusan masalah umum di atas, berikut beberapa rumusan 

masalah khusus untuk menggali informasi secara lebih komprehensif, yaitu: 

1. Apakahperencanaanpembelajaran dengan menggunakan model Teaching 

Factory pada materi Pembuatan Paket Wisata Kompetensi Keahlian Usaha 

Perjalanan Wisata (UPW) di SMK Negeri 1 Pacet sudah sesuai dengan 

standar yang telah ditetapkan pada Standar Kompetensi Kerja Nasional 

Indonesia (SKKNI)? 

 

2. Apakah pelaksanaanpembelajaran dengan menggunakan model Teaching 

Factory pada materi Pembuatan Paket Wisata Kompetensi Keahlian Usaha 

Perjalanan Wisata (UPW) di SMK Negeri 1 Pacet sudah sesuai dengan 

sintak model pembelajaran Teaching Factory? 

3. Apakahhasilpelaksanaan pembelajaranmodel Teaching Factory pada 

materi Pembuatan Paket Wisata Kompetensi Keahlian Usaha Perjalanan 

Wisata (UPW) di SMK Negeri 1 Pacet sudah sesuai dengan standar yang 

telah ditetapkan pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia 

(SKKNI)? 
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D. Tujuan Penelitian 

Sehubungan dengan permasalahan yang diajukan, secara umum penelitian 

ini bertujuan untuk mengevaluasiimplementasi model pembelajaran Teaching 

Factory pada materi Pembuatan Paket Wisata Kompetensi Keahlian Usaha 

Perjalanan Wisata (UPW). Secara ideal, penelitian evaluasi ini untuk 

mengungkapkan beberapa hal yaitu manfaat model pembelajaran Teaching 

Factory secara keseluruhan; dan apakah model pembelajaran tersebut telah 

memenuhi kebutuhan siswa sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pada 

SKKNI. Secara lebih spesifik, tujuan penelitian ini sebagai berikut: 

1. Dihasilkannya deskripsi tentang tingkat kesesuaian perencanaan 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Teaching Factory 

pada materi Pembuatan Paket Wisata Kompetensi Keahlian UPW di SMK 

Negeri 1 Pacet dengan standar yang telah ditetapkan pada SKKNI. 

2. Dihasilkannya deskripsi tingkat kesesuaian pelaksanaan pembelajaran 

dengan menggunakan model pembelajaran Teaching Factory pada materi 

Pembuatan Paket Wisata Kompetensi Keahlian UPW di SMK Negeri 1 

Pacet dengan sintak model pembelajaran Teaching Factory. 

3. Dihasilkannya deskripsi tingkat kesesuaianhasil pembelajaran sebagai 

pengimplementasian model pembelajaran Teaching Factory pada materi 

Pembuatan Paket Wisata Kompetensi Keahlian UPW di SMK Negeri 1 

Pacet dengan standar yang telah ditetapkan pada SKKNI. 

 

E.Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pendidikan 

dan bagi masyarakat. Beberapa manfaat bagi pendidikan di antaranya sebagai 

bahan pertimbangan untuk keberlangsungan dan penyempurnaan model 

pembelajaran Teaching Factory di SMK, sebagai masukan bagi pemegang 

kebijakan mengenai pengimplementasian model pembelajaran Teaching Factory, 

sebagai referensi bagi pengembangan kurikulum di SMK, dan sebagai rujukan 
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bagi pendidik yang hendak mengimplementasikan model pembelajaran Teaching 

Factorypada konteks sejenis atau yang lebih luas. Sementara manfaat penelitian 

ini bagi masyarakat di antaranya sebagai bahan pengayaan informasi mengenai 

iklim pendidikan di Indonesia, sebagai rujukan bagi masyarakat yang hendak 

mengaplikasikan model pembelajaran Teaching Factory di luar ranah pendidikan 

formal, dan sebagai bahan pertimbangan bagi penggerak industri dalam hal 

perekrutan Sumber Daya Manusia (SDM).  

 

F. Definisi Operasional 

1. Evaluasi 

Evaluasi adalah suatu kegiatan yang biasanya dilakukan untuk membuat 

penilaian terhadap kelayakan suatu perencanaan, implementasi, dan hasil suatu 

program atau kebijakan (Ali, 2014:370). 

Penelitian evaluasi merupakan cara ilmiah (rasional, empiris dan sistematis) 

untuk mendapatkan data dengan tujuan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi 

proyek, kebijakan dan program. Penelitian evaluasi dilakukan dengan 

menggunakan standar dan orang-orang yang terlibat dalam suatu kegiatan yang 

dievaluasi (Sugiyono, 2015:742).  

Penelitian evaluatif merupakan suatu desain dan prosedur evaluasidalam 

mengumpulkan dan menganalisis data secara sistematik untuk menentukan nilai 

atau manfaat (worth) dari suatu praktik pendidikan yang didasarkan atas hasil 

pengukuran dan pengumpulan data dengan menggunakan standar atau kriteria 

tertentu yang digunakan secara absolut atau relatif (Sukmadinata, 2011:120). 

 

 

Evaluasi pendidikan dapat diartikan sebagai kegiatan pemberian arti, nilai 

dan makna terhadap hasil penilaian dalam pendidikan atau pembelajaran sesuai 

dengan patokan, aturan atau standar yang telah ditetapkan (Yusuf, 2015:23). 

Dalam proses evaluasi harus ada pemberian pertimbangan (judgment). 

Pemberian pertimbangan ini pada dasarnya merupakan konsep dasar evaluasi. 
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Melalui pertimbangan inilah ditentukan niali dan arti/makna (worth and merit) 

dari sesuatu yang sedang dievaluasi (Arifin, 2017:6). 

2. ImplementasiKurikulum 

Komponen-komponen kurikulum adalah ide, tujuan, implementasi dan 

evaluasi. Implementasi kurikulum adalah faktor penting dalam pengembangan 

kurikulum untuk dapat mengukur keberhasilan pengembangan kurikulum itu 

sendiri. Pada prinsipnya, implementasi akan menggabungkan aspek-aspek 

filosofis, tujuan, subject matter, strategi mengajar dan kegiatan belajar, serta 

evaluasi dan feedback (Hamalik, 2013:190). 

Semua kegiatan pendidikan yang telah direncanakan akan dapat diukur jika 

ada implementasi yang dilaksanakan sehingga akhirnya dapat diketahui berhasil 

atau tidaknya praktik pendidikan. Istilah implementasi dalam pengertian luas 

mengkonseptualisasikan proses di mana konsep, model, topik, teori, dan 

sebagainya digunakan dalam praktik-praktik pendidikan (Altrichter, 2005:2). 

Seluruh implementasi yang dilakukan merupakan indikator dari pendidikan 

itu sendiri, keberhasilan dari implementasi yang telah direncanakan sebelumnya 

menjadi faktor penentu kualitas sekolah dimata masyarakat luas. Proses dan 

praktik (sistem organisasi dan struktur, dokumen, bentuk kepemimpinan yang 

dilakukan dan oleh siapa, orang-orang yang terlibat - internal dan eksternal) 

sekolah tersebut telah digunakan untuk mempromosikan pengembangan 

pemahaman bersama, visi dan praktik implementasi kurikulum (Cowie B, Hipkins 

R, et al 2009:5). 

3. Teaching Factory 

Pengertian Teaching Factory sesuai dengan Grand Design Pengembangan 

Teaching Factory di SMK adalah suatu model pembelajaran pada institusi 

pendidikan kejuruan yang menggunakan suatu produk (barang/jasa) sebagai 

media pembelajaran untuk mengantarkan kompetensi dan diselenggarakan 

melalui sinergi sekolah dengan industri (Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ), 2017:13). 

4. Implementasi model pembelajaran Teaching Factory  
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Implementasi model pembelajaran Teaching Factorydi SMK Negeri 1 Pacet 

dimulai sejak tahun 2013 dengan pendampingan dan bantuan fasilitas dari GIZ 

berupa alat praktik senilai kurang lebih Rp7.000.000.000,00. Pendampingan ini 

tidak hanya berupa bantuan barang tetapi juga peningkatan kualiatas sumber daya 

manusianya yang berupa penyelenggaraan diklat tentang Teaching Factory. 

5. Pendidikan Kejuruan 

Berdasarkan Undang-Undang No.20Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional pasal 18 ayat 2, pada sistem pendidikan di Indonesia terdapat dua jenis 

pendidikan menengah yaitu pendidikan umum, dan pendidikan kejuruan. 

6. Bidang Keahlian Pariwisata 

Berdasarkan pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 

Kepariwisataan, pengertian SDM dapat terkait dengan Pariwisata adalah 

“berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan 

yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah 

daerah.” Sedangkan yang dimaksud dengan Kepariwisataan adalah “seluruh 

kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multi dimensi serta multi 

disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta 

interaksi antar wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, 

pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha”. 

 


